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Abstract 

This research describes a case regarding the rights of children of a former body of the Islamic State of 
Iraq and Syria (ISIS) after the authorities handled the cancellation of the citizenship status of former ISIS 
conscripts without any trial. This research intends to identify legal provisions, especially regarding 
nationality. In a special way, this thesis understands the national status of women and children of former 
ISIS military conscripts. This research method uses a juridical normative approach with a legal approach 
(statute approach) and a problem approach (case approach). The results of the research ensure that the 
national status of former ISIS conscripts cannot disappear by itself if it does not comply with the 
provisions of Article 31 of the Regulation of the Ruler of the Republic of Indonesia No. 2 of 2007 
concerning Rules for Obtaining, Expending, Canceling, and Retrieving the Nationality of the Republic of 
Indonesia. A person's national status is an elementary right and precious right. The national principles 
contained in Law Number 12 of 2006 concerning nationality also guarantee and prevent a person from 
having his citizenship status so that it cannot be revoked just like that without a trial. 
Keywords: Former members of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Citizenship 
 

Abstrak 
Riset ini menerangkan kasus hal hak anak mantan badan islamic state of iraq and Syria( ISIS) sehabis 
penguasa menangani dengan pembatalan status kewaarganegaraan mantan wajib militer ISIS tanpa 
terdapatnya peradilan. Riset ini bermaksud buat mengenali ketentuan- ketentuan hukum yang legal 
paling utama pada Mengenai kebangsaan. Dengan cara spesial, skripsi ini memahami mengenai status 
kebangsaan wanita serta kanak- kanak mantan wajib militer ISIS. Cara riset ini memakai pendekatan 
normatif yuridis dengan pendekatan hukum( statute approach) serta pendekatan permasalahan( case 
approach). Hasil riset meyakinkan bahwasannya status kebangsaan mantan wajib militer ISIS tidak dapat 
lenyap dengan sendirinya bila tidak cocok dengan determinasi Artikel 31 Peraturan Penguasa Republik 
Indonesia No 2 Tahun 2007 mengenai Aturan Metode Mendapatkan, Kehabisan, Pembatalan, Serta 
Mendapatkan Balik Kebangsaan Republik Indonesia. Status kebangsaan seorang merupakan hak 
elementer, serta hak bernilai( precious rights). Asas- asas kebangsaan yang ada pada Hukum Nomor12 
Tahun 2006 mengenai kebangsaan pula menjamin serta mencegah seorang memiliki status 
kewarganegaraannya alhasil tidak dapat dicabut sedemikian itu saja tanpa terdapatnya peradilan. 
Kata kunci: Mantan anggota islamic state of iraq and Syria (ISIS), Kewarganegaraan 

 

PENDAHULUAN 

Pandangan hidup Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) gempar menabur dari 2015 di 

bermacam negeri semacam Jerman, Belanda, Prancis, Denmark, Swedia, Amerika Sindikat, 

Kosovo, Kazakhstan, Bosnia- Herzegovina, Rusia, Turki, Macedonia Utara, Tajikistan, Inggris, 

Malaysia, Filipina, serta yang lain. 1 Indonesia jadi salah satu subjek penyebaran ISIS sebab 
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kebanyakan penduduknya mempunyai kecocokan agama agama. Masyarakat negeri yang 

beriktikad misi dari ISIS buat membuat serta menjaga kekhalifahan (Daulah Islamiyah), 

mendesak mereka buat berasosiasi di dalamnya. 

ISIS sendiri didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) selaku sesuatu 

kelompok teroris dengan terdapatnya artikel yang dikeluarkan pada Pernyataan Badan 

Keamanan PBB antara lain merupakan Pernyataan Badan Keamanan PBB No 2178 tahun 2014. 

Pernyataan ini menerangkan bahwasannya kelakuan teroris yang pada perihal ini merupakan 

golongan atau kelompok islamic state of iraq and syria yang tidak dapat serta tidak bisa 

berhubungan dengan sesuatu agama, kebangsaan, atau kebangsaan. Alhasil, bisa disimpulkan 

ISIS tidaklah sesuatu agama, bangsa terlebih negeri. 

Dipaparkan pada konsiderans itu bahwasannya di Indonesia ISIS dikategorikan selaku 

suatu kelompok teroris. Sebab ISIS merupakan kelompok teroris, sehingga bawah dibuatnya 

Hukum No 5 Tahun 2018 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme sebab 

diperlukannya alas hukum yang lebih menyeluruh untuk menjamin proteksi serta kejelasan 

hukum pada pemberantasan seluruh wujud perbuatan kejahatan terorisme. Setelah itu, kasus 

hendak status kebangsaan timbul sehabis ISIS takluk dalam dini 2019, banyak WNI yang 

melarikan diri dari area ISIS serta mengungsi di kamp- kamp pengungsian di Suriah yang 

terhambur di 3 barak ialah al Roj, al Hol, serta Ainisa, yang sebagian besar pengungsi 

merupakan wanita serta kanak- kanak. Kondisi WNI yang mengungsi di sebagian barak itu amat 

memprihatinkan, kekurangan air bersih, santapan, serta busana membuat mereka berambisi 

dapat kembali balik ke Indonesia. Namun, dalam Februari 2020, Kepala negara Indonesia Joko 

Widodo menghasilkan ketetapan bersama kabinetnya menyangkal memulangkan 600 WNI 

mantan wajib militer serta partisan ISIS yang terlantar di Timur Tengah (Lina Maryani, Tabah 

Sulistyo, 2021). 

Perihal ini memunculkan kontroversi paling utama antara golongan penguasa, serta 

akademisi sebab para WNI mantan wajib militer ISIS tidak menemukan kejelasan hukum 

terpaut status serta hak kewarganegaraannya. Merujuk dalam Artikel 28 I UUD 1945. Proteksi, 

pemajuan, penguatan, serta pelampiasan hak asas orang merupakan tanggung jawab negeri, 
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paling utama penguasa.” Telah sebaiknya penguasa mencegah terlebih dulu hak- hak masing- 

masing masyarakat negaranya. Bila merujuk dalam Artikel 31 Bagian 1 Peraturan Penguasa 

Republik Indonesia No 2 Tahun 2007 Mengenai Aturan Metode Mendapatkan, Kehabisan, 

Pembatalan, serta Mendapatkan Balik Kebangsaan Republik Indonesia, tidak dipaparkan 

bahwasannya bila seorang membakar paspor hendak melenyapkan status 

kewarganegaraannya, juga disebabkan ISIS merupakan berupa kelompok serta bukan negeri, 

para FTF serta keluarganya tidak mempunyai status yang diakui negeri lain ataupun bipatride, 

serta perihal ini meyakinkan para mantan wajib militer ISIS serta keluarganya sedang 

berkedudukan selaku WNI. Ada pula hendak dirasa lebih seimbang bila penguasa memutuskan 

ganjaran itu dengan cara peradilan bersumber pada kenyataan (Edi Saputra Hasibuan, 2022). 

Kondisi masyarakat negeri jadi stateless wajib dijauhi sebab dengan cara tidak langsung 

status kebangsaan seorang membagikan akibat yang besar pada kehidupannya. Kondisi selaku 

seorang tanpa kewarganegaran hendak susah buat menyambut proteksi negeri serta hak 

bawah semacam bimbingan, jasa kesehatan, profesi cocok determinasi hukum, kepemilikan 

properti, hak di aspek politik, serta independensi beranjak. Pembatalan kebangsaan pula susah 

dicoba sebab Indonesia menjamin pada konstitusi dasarnya hak seorang atas status kebangsaan 

selaku salah satu hak asas orang. Perihal ini searah dengan sebagian hukum global yang pula 

menjamin hak kebangsaan semacam Artikel 15 Keterangan Umum Hak- Hak Asas Orang, 

misalnya, menerangkan kalau tiap orang memiliki hak atas kebangsaan. (Elga Andina, 2020) 

erkata tidak hanya itu, Artikel 24 bagian (3) Konvenan Global mengenai Hak- Hak Awam serta 

Politik yang diratifikasi jadi Hukum No 12 tahun 2005 mengenai ratifikasi ICCPR menata kalau 

tiap anak berkuasa buat mendapatkan kebangsaan. Hukum No 37 tahun 1999 mengenai Ikatan 

Luar Negara menata kalau pada perihal WNI rawan ancaman jelas (pada perihal ini terlantarnya 

wanita serta anak di Timur Tengah), penguasa bertanggung jawab membagikan proteksi, 

menolong, serta menghimpun mereka di area yang nyaman, dan mengusahakan buat 

memulangkan mereka ke Indonesia atas bayaran negeri. Tidak hanya lembaga- lembaga negeri 

itu, ada pula instansi antar- negara semacam ASEAN Convention on Counter Terrorism. 13 

Sebab maraknya permasalahan terorisme di area asia tenggara sehingga negara- negara ASEAN 
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melangsungkan kesepakatan yang menata gimana membasmi aktivitas terrorisme serta 

Indonesia meratifikasi jadi Hukum No 5 Tahun 2012 mengenai Pengesahan ASEAN Convention 

on Counter Terrorism (Kesepakatan ASEAN Hal Pemberantasan Terrosime). Tidak hanya 

kerjasama dengan ASEAN, Indonesia pula berfungsi aktif pada Perserikatan Bangsa- Bangsa 

(PBB) semacam ilustrasinya Indonesia merupakan co- sponsor Pernyataan Badan Keamanan 

PBB 2178 (2014) yang memohon negara- negara buat melaksanakan bermacam usaha yang 

dibutuhkan buat menanggulangi permasalahan mantan wajib militer ISIS, tercantum 

penangkalan rekrutmen serta fasilitasi pemberangkatan FTF, pengawasan pinggiran, alterasi 

data, serta program rehabilitasi serta reintegrasi. Tidak hanya itu, Indonesia sudah 

menyelenggarakan beberapa sanggar kerja regional serta rapat global yang mengaitkan banyak 

negeri buat beralih data serta aplikasi yang bagus, dan kesempatan buat menguatkan kegiatan 

serupa global pada penindakan permasalahan wajib militer ISIS. 

Untuk mempermudah pembahasan dan agar penelitian lebih jelas dan relevan, maka 

peneliti akan membatasi masalah yakni hak anak terhadap mantan anggota Islamic State Iraq 

and Syria. 

 

METODE PENELITIAN 

Cara riset ini memakai kualitatif dengan pendekatan daftar pustaka (library research). 

Library research ialah riset yang dilaksanakan dengan memakai kesusastraan, bagus berbentuk 

novel, memo, ataupun informasi hasil riset terdahulu. Pada riset ini periset berderai beratkan 

dalam hasil- hasil pengumpulan informasi yang diperoleh dengan memakai tipe serta basis 

informasi inferior yang didapat dari hasil riset, postingan serta buku- buku rujukan yang 

mangulas poin yang berhubungan dengan tema riset. Ulasan mengenai strategi penjualan 

sudah banyak diulas selaku buatan objektif. Buat mensupport perkara yang lebih mendalam 

kepada permasalahan di atas, periset berupaya melaksanakan riset kepada amatan 

kesusastraan yang relevan kepada permasalahan yang jadi obyek riset (Sugiono, 2016). 

Hasil kajian literatur dipakai buat mendefinisikan strategi penjualan dalam 

kewirausahaan di zona ekonomi dalam era endemi Covid- 19. Lagi analisa informasi berkarakter 
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deskriptif, sebab riset ini mendeskripsikan serta menjelaskan dengan cara adil keadaan yang 

berhubungan dengan kategorisasi anak kepada mantan badan Islamic State Iraq and Syria. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hak asas orang buat tidak jadi tanpa kebangsaan, ataupun hak atas kebangsaan, berarti 

sebab banyak negeri cuma memperbolehkan masyarakat negaranya sendiri buat melaksanakan 

hak awam, politik, ekonomi, serta social dengan cara penuh di pada area mereka. Berikutnya, 

kebangsaan membolehkan orang buat menyambut proteksi negeri mereka bagus di pada 

negara ataupun global serta membolehkan negeri buat melerai atas julukan nasional di dasar 

hukum global. Dengan metode ini, norma- norma hukum global yang berhubungan dengan 

proteksi diplomatik didasarkan dalam pemikiran kalau kebangsaan merupakan ketentuan 

elementer buat menjamin proteksi hak- haknya pada lingkup global untuk orang. Buat alibi ini, 

hak buat jadi masyarakat negeri sesuatu negeri diucap hak bawah orang sebab tidak kurang 

dari hak buat mempunyai hak. 

Dengan kebangsaan jadi" hak buat mempunyai hak-hak, orang tanpa kebangsaan 

dengan cara konvensional dikira tidak mempunyai hak. Rancangan konvensional mengenai 

kondisi tanpa kebangsaan ini, yang berawal dari perspektif hukum global, menjajaki akal sehat 

kalau sebab seorang dalam biasanya butuh jadi masyarakat negeri buat menyambut proteksi 

diplomatik dari sesuatu negeri. Salah satu metode buat membenarkan kalau banyak orang 

tanpa kebangsaan mengetahui hak mereka atas kebangsaan begitu juga diklaim pada Artikel 15 

Keterangan Umum, merupakan melewati ajaran ikatan yang asli serta efisien. Bagi ajaran ini, 

seorang wajib penuhi ketentuan buat menyambut kebangsaan dari negeri dengan mana ia 

mempunyai koneksi kasar. Sangat tidak, seorang wajib penuhi ketentuan buat kebangsaan 

negeri dimana mempunyai ikatan ataupun koneksi terdekat misalnya, tempat bermukim waktu 

jauh di sesuatu negeri, generasi asli sesuatu negeri, kelahiran pada area negeri, ataupun 

kebangsaan di sisa negeri bagian. 

 

Status Islamic State of Iraq and Syariah 
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Dengan memiliki hak- hak serta peranan, sehingga yang jadi subyek hukum global dapat 

melaksanakan sesuatu ikatan hukum. Ada pula subjek- subjek hukum Global. Bersumber pada 

subjek- subjek hukum global itu, ISIS tidak tercantum jenis suatu negeri walaupun ada frasa 

state( negeri) pada namanya, melainkan tercantum kedalam jenis kelompok teroris cocok 

dengan arti pernyataan Badan Keamanan PBB 2178 atau 2014. ISIS penuhi faktor awal ialah 

rezim. Rezim ISIS menata 2 area penting ialah Irak serta Suriah yang maisng- masing ada 

pemimpinnya yang diucap selaku delegasi. 

Berartinya pengakuan oleh negeri lain dibutuhkan buat suatu negeri tidak cuma buat 

ikatan kebijaksanaan tetapi pula keikutsertaan di kelompok global semacam Perserikatan 

Bangsa- Bangsa, pula buat kerjasama yang lain pada aspek ekonomi, politik, social, adat buat 

kebutuhan negeri itu. Sebab, negeri seperti orang yang tidak dapat berdiri sendiri, negeri 

menginginkan negeri yang lain buat berkolaborasi penuhi keinginan rakyatnya. ISIS tidak penuhi 

faktor keempat sebab terdapatnya Pernyataan Badan Keamanan PBB 2178 (2014), yang mana 

isi dari pernyataan itu merupakan perjanjian negara- negara yang tercampur di pada 

Perserikatan Bangsa- Bangsa yang melaporkan bahwasannya ISIS merupakan kelompok teroris 

global yang dikritik oleh Perserikatan BangsaBangsa. Alhasil, dengan tidak terpenuhinya salah 

satu faktor itu sehingga ISIS tidak dikategorikan selaku suatu negeri. 

 

Islamic State of Iraq and Syria dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 

Angan- angan bangsa Indonesia begitu juga tertera pada Awal Hukum Bawah Negeri 

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan mencegah seberinda bangsa Indonesia serta semua 

tumpah darah Indonenesia serta memajukan keselamatan biasa, mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta turut melakukan kedisiplinan bumi yang bersumber pada kebebasan, perdamaian 

kekal, serta kesamarataan social. Buat menggapai angan- angan itu pada atmosfer nyaman, 

aman, serta energik, bagus pada area nasional ataupun global, butuh ditingkatkan penangkalan 

kepada keadaan yang mengusik kemantapan nasional. Begitu juga dikenal kalau Terorisme ialah 

kesalahan kepada peradaban serta ialah salah satu bahaya sungguh- sungguh kepada 

independensi tiap negeri sebab terorisme telah ialah kesalahan yang berkarakter global yang 
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memunculkan ancaman kepada keamanan, perdamaian bumi dan mudarat keselamatan warga 

alhasil butuh dicoba penangkalan serta pemberantasan dengan cara berencana serta 

berkelanjutan alhasil hak asas orang banyak bisa dilindungi serta dijunjung besar. 

Begitu juga ISIS dikategorikan selaku kelompok teroris global, hukum ini juga 

mendeskripsikan terorisme selaku aksi yang memakai kekerasan ataupun bahaya kekerasan 

yang memunculkan atmosfer teror ataupun rasa khawatir dengan cara menyebar, yang bisa 

memunculkan korban yang berkarakter massal, serta atau ataupun memunculkan kehancuran 

ataupun kebangkrutan kepada subjek vital yang penting, Iingkungan hidup, sarana khalayak, 

ataupun sarana global dengan corak pandangan hidup, politik, ataupun kendala keamanan. 

Setelah itu, tidak cuma menata arti, ketentuan- ketentuan, ganjaran, hak- hak pelakon serta 

korban, Hukum No 5 Tahun 2018 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme 

pula menata terpaut instansi yang berhak buat menghindari timbulnya balik seluruh wujud 

perbuatan kejahatan terorisme. 

 

Peran Pemerintah Dalam Menghadapi Islamic State of Iraq and Syria 

Selaku usaha membasmi serta menghindari kelakuan terorisme spesialnya golongan ISIS, 

penguasa berfungsi besar di dalamnya tidak cuma pada pembuatan peraturan perundang- 

undangan buat mengakomodir dari bagian hukum namun pula pada pelaksanaannya. Tidak 

hanya peraturan perundang- undangan terpaut perbuatan kejahatan terorisme, penguasa 

selaku instansi negeri berfungsi besar buat mencegah tidak cuma hak- hak asas orang namun 

pula hak pertemuan di hadapan hukum seberinda Masyarakat Negeri Indonesia di pada 

ataupun di luar negara dari perbuatan kejahatan terorisme. Ada sebagian instansi negeri yang 

berhak pada usaha penyelesaian perbuatan kejahatan terorisme yang awal merupakan Tubuh 

Nasional Penyelesaian Terorisme (BNPT). Disebabkan arus kesejagatan serta digitalisasi, BNPT 

bertambah menyesuaikan diri buat mengatasi terorisme dengan menggalang bermacam bagian 

bangsa buat bersama melawan radikalisme, serta menggiatkan anti radikalisasi. BNPT pula lalu 

bersinergi dengan instansi penguasa yang lain serta bermacam alat buat menggabungkan 

pemikiran pada mengalami bahaya itu. 
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Hak Anak Mantan Anggota Islamic State of Iraq and Syria  

Aksi penguasa buat mencabut status kebangsaan juga dilatar belakangi sebagian 

kebijaksanaan negara- negara itu, serta perihal ini memunculkan beraneka ragam asumsi oleh 

ahli, pemerhati hukum, ataupun penggerak HAM di Indonesia. Salah satu ahli Hukum Aturan 

Negeri Refly Harun beranggapan:“ Penguasa tidak bisa terbawa gaya filosofi pembatalan status 

kebangsaan ini sebab terdapat banyak aspek dari WNI followers ISIS yang wajib didalami 

terlebih dulu. Pada perspektif pengarang, tidak dapat diaplikasikan ganjaran pembatalan status 

kebangsaan seorang disamaratakan pelaksanaannya. Sebab dalam prinsipnya, seorang tidak 

bisa dihukum cuma atas apa yang dipikirkannya (cogitationis poenam nemo patitur). Seluruh 

agama ataupun keyakinan seorang ialah hak kosntitusional masyarakat negeri selama agama 

ataupun keyakinan seorang itu tidak dibarengi dengan tindakan- tindakan melawan hukum, 

salah satunya merupakan perbuatan terorisme. 

Begitu juga sudah diulas hal status kebangsaan wanita serta kanak- kanak Masyarakat 

Negeri Indonesia mantan wajib militer ISIS, pada perihal keterlibatannya dengan kelompok 

teroris di luar negara hak seseorang Masyarakat Negeri Indonesia sedang konsisten menempel 

padanya yang salah satunya ialah memperoleh proteksi hukum bersumber pada Hukum No 12 

Tahun 2006 mengenai Kebangsaan. Ada dasar proteksi maksimal untuk tiap Masyarakat Negeri 

Indonesia, dasar ini memastikan kalau penguasa harus membagikan proteksi penuh pada tiap 

Masyarakat Negeri Indonesia pada kondisi apapun bagus di pada ataupun di luar negara. 

Proteksi yang difasilitasi oleh Perwakilan RI di luar negara ialah bagian dari penerapan 

fungsi Konsuler yang terdapat dalam Perwakilan RI, yang diatur Artikel 19 graf b Hukum No 37 

Tahun 1999 Mengenai Ikatan Luar Negara dengan cara jelas melaporkan kalau:“ Perwakilan 

Republik Indonesia bertanggung jawab inter alia membagikan dukungan, proteksi, serta 

dorongan hukum untuk masyarakat negeri serta tubuh hukum Indonesia di luar negara, cocok 

dengan peraturan perundang- undangan nasional dan hukum serta Kerutinan global.” Tidak 

cuma dilindungi dengan determinasi hukum nasional, determinasi global hendak proteksi 

masyarakat negeri pula diatur pada Deklarasai Umum Hak Asas Orang( Umum Declaration of 
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Human Rights). Determinasi itu menerangkan tiap orang berkuasa diakui selaku orang di mata 

hukum dimanapun ia ada serta tidak seorangpun bisa dibekuk, ditahan ataupun dibuang 

dengan cara sekehendak hati. Oleh karenanya, Masyarakat Negeri Indonesia yang ada di area 

negeri lain harus memperoleh proteksi dengan cara global bersumber pada determinasi 

Keterangan Umum Hak Asas Orang itu. 

Bersumber pada ketentuan- ketentuan itu, pengarang memandang tahap penguasa 

pada pembatalan status kebangsaan hak anak mantan wajib militer ISIS tidaklah tahap yang 

pas, serta banyak ada antara hukum pada kebijaksanaan itu. Pengarang juga mengelaborasi dari 

bidang peraturan, serta atas bawah hak asas orang tidak dapat tahap itu dicoba tanpa terdapat 

estimasi hukum yang lain. Bersumber pada perihal itu pengarang merumuskan ada langkah- 

langkah yang dapat dicoba oleh penguasa buat menangangi permasalahan mantan wajib militer 

ISIS. Awal, BNPT serta Kepolisian RI bersama satuannya ialah DENSUS 88, serta pula NCB 

Interpol Indonesia berkolaborasi buat melaksanakan profiling serta pengecekan. Profiling serta 

pengecekan dicoba dengan pendataan bukti diri mantan wajib militer ISIS yang terhambur di 

kamp- kamp pengungsian di Irak serta Suriah. 

Kedua, tahap berikutnya merupakan cara peradilan. Buat mengatasi serta menghindari 

perbuatan kejahatan terorisme terlebih buat cara deradikalisasi sehingga lebih dahulu 

dibutuhkan cara peradilan. Cara ini bermanfaat buat memeriksa wanita serta kanak- kanak 

mantan wajib militer ISIS berbentuk ganjaran pembatalan paspor begitu juga Mengenai 

pembatalan paspor sangat lama 5 tahun yang diatur pada UU No 5 Tahun 2018. Ganjaran 

pembatalan paspor ini ialah salah satu wujud buat menghindari pergi masuk luar serta pada 

negara, serta mengatasi perbuatan kejahatan terorisme, yang berhak pada pembatalan paspor 

merupakan Ditjen Imigrasi Departemen Hukum serta HAM. 

Ketiga, sehabis melewati peradilan para mantan wajib militer ISIS menempuh 

deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan sesuatu cara yang terencana, terstruktur, analitis, 

serta berkelanjutan yang dilaksanakan buat melenyapkan ataupun kurangi serta membalikkan 

uraian radikal terorisme yang sudah terjalin. Deradikalisasi yang dicoba pada terdakwa, 

tersangka, tahanan, serta tahanan perbuatan kejahatan terorisme dicoba oleh departemen 
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atau instansi terpaut dengan cara bersama. Ada pula departemen ataupun instansi terpaut 

yang lain pada cara deradikalisasi antara lain, Departemen Social (Kemensos) serta Departemen 

Pemberdayaan Wanita serta Anak (KPPA) paling utama pada penindakan wanita serta kanak- 

kanak. UU 35 tahun 2014 mengenai Pergantian Atas UU 23 tahun 2002 mengenai Proteksi 

Anak, menata hak proteksi anak serta peranan negeri buat mencegah kanak- kanak paling 

utama pada“suasana gawat” hendak permasalahan terorisme. setelah itu, pada lingkup 

kegiatan Kemensos, ada program rehabilitasi kepada anak terasosiasi terorisme yang dicoba di 

Gedung Rehabilitasi Social Anak yang Membutuhkan Proteksi Spesial (BRSAMPK). 

 

KESIMPULAN 

Bersumber pada penjelasan diatas, sehingga bisa disimpulkan kalau kebijaksanaan 

Penguasa Indonesia yang menyangkal pulangnya mantan badan ISIS serta cuma hendak 

memikirkan buat memulangkan anak yatim piatu dibawah 10 tahun kurang cocok dengan 

peraturan hukum yang legal. Perihal ini disebabkan beralasan hukum global serta peraturan 

perundangan di Indonesia penafsiran anak mencakup seorang yang belum berumur 8 simpati 

tahun, tercantum anak yang sedang pada isi. Melewati kebijakana itu sehingga kanak- kanak 

badan ISIS dari Indonesia yang berumur diatas 10 tahun ataupun kanak- kanak yang sedang 

mempunyai orang berumur tidak hendak dipadati hak- hak mereka selaku anak oleh penguasa 

Indonesia. Kebijaksanaan itu berlawanan dengan Hukum mengenai proteksi Anak yang 

didalamnya bermuatan hak anak harus dipastikan, dilindungi serta dipadati oleh orang 

berumur, keluarga, warga, penguasa serta negeri. Tidak hanya itu kebijaksanaan itu berlawanan 

dengan Kesepakatan Hak Anak 1989 yang bermuatan mengenai hak- hak yang sepatutnya 

diterima oleh seseorang anak 

Anjuran yang bisa diserahkan penguasa bisa melaksanakan penyempurnaan pada 

kebijaksanaannya supaya tiap anak menemukan hak- haknya yang sepatutnya diterima, 

penguasa pula dapat melaksanakan kenaikan pada peraturan mengenai proteksi anak supaya 

hak anak terus menjadi aman serta bebas dari pembedaan serta pada perihal ini penguasa 

harus melaksanakan pendataan lebih cermat kepada kanak- kanak Indonesia yang ada di 
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tempat pengungsian supaya kanak- kanak yang hendak dipulangkan ke Indonesia betul- betul 

masyarakat negeri Indonesia serta dikala telah dipulangkan BNPT dibantu Instansi negeri yang 

lain supaya membina anakanak itu supaya mereka dapat Balik membaik serta dapat 

menyesuaikan diri lagi dengan warga Indonesia tanpa hadapi kekhawatiran. 
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